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ABSTRAK

Kebocoran data pribadi yang terjadi akibat peretasan menimbulkan kekhawatiran
publik terkait perlindungan data pribadi di Indonesia. Penelitian ini mengkaji
mekanisme penegakan hukum terhadap penjualan ilegal data Subscriber Identity
Module (SIM) serta pertanggungjawaban Kementerian Komunikasi dan Digital
dalam perlindungan data pribadi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini
adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan kasus. Hasil
penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap penyalahgunaan data
SIM masih belum optimal. Meskipun telah terdapat regulasi seperti Undang-
Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi dan sejumlah
peraturan sektoral lainnya, implementasi regulasi tersebut belum memberikan efek
jera yang memadai kepada pelaku. Penegakan hukum bersifat reaktif, tidak
ditunjang oleh sistem pengawasan yang kuat, dan minim sanksi tegas terhadap
pelanggaran. Di sisi lain, Kementerian Komunikasi dan Digital, sebagai otoritas
yang bertanggung jawab terhadap pengawasan penyelenggara jasa telekomunikasi,
belum sepenuhnya menjalankan prinsip akuntabilitas dan transparansi. Pengawasan
terhadap proses pengumpulan, penyimpanan, dan distribusi data SIM dinilai masih
lemah, sehingga belum mampu memberikan perlindungan menyeluruh bagi
masyarakat sebagai subjek data pribadi. Penelitian ini merekomendasikan
penguatan sistem pengawasan, penegakan hukum yang lebih tegas, serta
peningkatan akuntabilitas institusional dalam pengelolaan data pribadi.

Kata kunci: Perlindungan data pribadi, kebocoran data, penegakan hukum.
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